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Abstrak. Penelitian dilaksanakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang
pengelolaan dana desa yang meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian dilaksanakan di
Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Metode yang
digunakan pada penelitian ialah menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif yang dilakukan melaui wawancara terhadap perangkat
desa dan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan dana
desa di Desa Kedungoleng secara teknis sudah akuntabel selaras dengan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Saran penelitian ini yaitu untuk pemerintah
desa lebih meningkatkan transparansi guna menjaga dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Dalam hal ini, pemerintah pusat memeberikan kebebasan
bagi desa untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya sendiri (Pamungkas, 2019). Ini
menjadi suatu terobosan baru yang penting dalam upaya Desa untuk mencapai kemandirian
dalam menjalankan pemerintahan serta mengatur keuangannya secara mandiri (Weluk et al.,
2023).
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Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi desa agar sesuai dengan
kewenangannya, maka mengacu pada UU No.6 Tahun 2014 pemerintah dimandati untuk
mengalokasikan Dana Desa (Kurnia et al., 2019). Dana Desa merupakan salah satu instrumen
keijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan melalui
pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga. Di
mana setiap tahunnya pemerintah akan mengalokasikan dana kepada desa dengan nominal
yang cukup besar. Implementasi kebijakan distribusi anggaran desa ini menimbulkan implkasi
manajerial di mana pada pengelolaannya harus dilakukan secara professional, efektif, efisien
dan juga akuntabel (Andriani et al., 2019) Namun, dalam implementasinya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sering kali menjadi sorotan publik.

Menurut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Dana Desa diartikan
sebagai dana yang berasal dari APBN yang memang diperuntukan untuk Desa yang disalurkan
melalui APBD Kab/Kota dan digunakan guna mendukung fungdi administrasi pemerintahan
desa, pembangunan fisik dan sosial, pembinaan masyarakat, serta penguatan kapasitas dan
partisipasi warga. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi aspek krusial dalam
mewujudkan pelaksanan administrasi dan kelambagaan desa yang efektif, transparan dan
bertanggung jawab (Mais et al., 2024). Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk
menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, baik dalam bentuk laporan
keuangan maupun mekanisme administratif dalam menentukan pemanfaatan anggaran.

Manajemen dana desa menjadi komponen strategis yang perlu dipahami oleh para
pemerintah desa terkhusus para tatanan desa, demi menciptakan transparasi dan akuntabilitas
keuangan desa. Akuntabilitas bisa dinilai dengan melihat cara perangkat desa dapat mengelola
dana desa danmenyerap aspirasi masyarakat desa sebagai bagian dari upaya keberhasilan
program yang direncanakan. Informasi disampaikan secara jelas kepada warga serta diperkuat
dengan penyajian informasi secara terbuka melalui papan inormasi kegiatan untuk menjamin
prinsip transparansi dan akuntabilitas (Kurnia & Sebrina, 2019)

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang, badan hukum atau pimpinan
kolektif dari suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakan yang
dilakukan kepada pihak-pihak yang berhak meminta laporan pertanggungjawaban (Anirwan,
2022). Dalam (Anirwan & lrawansyah, 2022) juga disebutkan bahwasannya pengelolaan
terhadap dana desa harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas. Di mana terdapat 5 prinsip
yaitu 1) prinsip transparansi, 4) prinsip kewajiban, 3) prinsip pengendalian, 4) prinsip tanggung
jawab, dan 5) prinsip daya tanggap. Dalam menjalankan semua prinsip tersebut, pemerintah
desa harus selalu melibatkan masyarakat agar tercipta akuntabilitas desa yang baik.

Tujuan dilakukannya kajian ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah Desa
Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam melakukan pengelolaan
terhadap dana desa apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

METODE
Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan Kabupaten
Brebes ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
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Yang mana pengambilan data dilaksanakan di Kantor Balai Desa Kedungoleng. Desa
Kedungoleng dipilih sebagai objek penelitian dibandingkan dengan desa-desa lainnya, hal ini
karena melihat adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga Desa Kedungoleng. Dalam
aksinya warga menuntut akan kejelasan terkait penggunaan dana desa atas pembangunan
Gedung Serba Guna yang terletak di Dukuh Cigobang Desa Kedungoleng. Penggunaan dana
desa untuk pembangunan gedung tersebut dianggap menyimpang karena pemerintah desa
Kedungoleng dianggap tidak transparan dalam mengelola dana desanya.

Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan ialah data berupa pernyataan langsung
yang berasal informan/narasumber sebagai sumber primer (Firmansyah et al., 2021). Dalam
kasus ini data dikumplkan diperoleh dengan melaksanakan wawancara langsung kepada
perangkat desa. Wawancara dilakukan di Balai Desa Kedungoleng dengan Sekertaris Desa
sebagai perwakilan dari Kepala Desa dan juga Bapak Y yang merupakan masyarakat desa
tersebut. Hasil wawancara dengan Sekertaris Desa (SekDes) dan Bapak Y tersebut kemudian
diobservasi dan dianalisis, yang selanjutnya disusun dalam bentuk narasi sederhana sehingga
dapat menjawab masalah yang diteliti dan memberikan kesimpulan untuk penelitian ini.

HASIL

Desa Kedungoleng merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Paguyangan
Kabupaten Brebes. Secara geografis desa Kedungoleng terbagi menjadi 2 bagian yaitu
Kedungoleng bagian barat dan Kedungoleng bagian timur yang dimana pusat pemerintahan
desa tersebut terletak di bagian barat tepatnya di dukuh Cipanas. Desa Kedungoleng ini terkenal
dengan wisata pemandian air panas yang bersumber langsung dari lereng Gunung Slamet.
Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, per tahun 2023 jumlah penduduk di
desa ini yaitu sebanyak 10.676 jiwa.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menjadi salah satu bentuk kewajiban seseorang atau organisasi sebagai
wujud pertanggungjawaban terhadap sumber daya serta pelaksanaan kebijakan demi
tercapainya tujuan dengan baik (Novatiani et al., 2019). Efektivitas dalam pengelolaan dana
desa menjadi indikator utama dalam menilai kualitas dikerja aparatur perangkat desa.
Pengelolaan yang baik tidak hanya sekedar menjalankan prosedur, tetapi mencerminkan
komitmen aparatur dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel (Anirwan,
2022).

Salah satu landasan penting yang mendukung peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dana desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018. Merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses akuntabilitas
pada pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan pengelolaan, antara lain:

a). Perencanaan, b). Pelaksanaan, c¢). Penatausahaan, d). Pelaporan dan e).
Pertanggungjawaban.
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Tahap Perencanaan
Anggaran Dana Desa (ADD) menjadi salah satu elemen penting yang tidak dapat

diabaikan (Mais et al., 2024). Begitupula di desa Kedungoleng, guna memastikan keefektifan
penggunaan dana desa, pemerintah desa selalu mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) agar
masyarakat dapat berpartisipasi dalam pegambilan keputusan dan perencanaan pembangunan
yang menggunakan ADD.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Bapak SekDes dalam wawancara, yang mana beliau
mengatakan bahwa:

“...sumber dana desa sendiri tidak hanya berasal dari APBN, namun juga ada dana dari
pemerintah daerah provinsi. Untuk proses perencanaan program desa hampir semua terlibat,
mulai dari masyarakat, BPD, LPM, dan perangkat desa sampai kecamatan.

2

Dari penjelasan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum menggunakan
ADD pemerintah desa tentu melakukan perencanaan terlebih dahulu. Yang mana proses
perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh tatanan desa dari mulai masyarakat,
BPD, LPM, Perangkat Desa sampai Perangkat Kecamatan. Keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam akuntabilitas dan transparansi
pemerintah desa.

Tahap Pelaksanaan

Proses pelaksanaan program yang didanai oleh APBDes dilaksanakan apabila desa
telah menerima pemasukan sebagaimana yang tercantum pada dokumen APBDes. Segala
aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan kewenangan desa
wajib dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Dokumen APBDes ini berfungsi sebagai
landasan utama untuk pengelolaan keuangan, sehingga pemerintah desa tidak diperbolehkan
menerima dana di luar yang telah ditetapkan (Asmawati & Basuki, 2019). Pelaksanaan suatu
program desa harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tertera pada ABDes.

“...untuk pelaksanaan program desa, selama ini sudah sesuai dengan anggaran APBdes.
Tetapi dalam pelaksanaanya tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada kendala tertentu yang

’

menghambat pengerjaan.’

Diutarakan oleh informan, bahwasannya pelaksanaan program di desa Kedungoleng
untuk sampai saat ini sudah sesuai dengan anggaran yang ada. Namun, informan juga
menyampaikan bahwasannya dalam proses pelaksanaan tidak selalu berjalan dengan lancar,
tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi.

Menindaklanjuti pernyataan sebelumnya, informan juga mengutarakan penyelesaian
terhadap kendala-kendala tersebut. Yang mana dijelaskan bahwa:

“..untuk penyelesaian kendala atau perubahan biasanya perangkat desa mengadakan
MusDes dengan mengundang lagi perwakilan masyarakat RT, RW, BPd dan LPM juga

2

diundang.
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Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa perangkat desa memiliki
akuntabilitas yang baik dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan
atas perubahan-perubahan yang ada.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa menjadi tugas Bendahara desa dan berlangsung seiring
dengan pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib melakukan pembukuan/pencatatan ketika
terdapat pemasukan ataupun pengeluaran. Disamping itu, Bendahara juga harus
mempersiapkan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan APBDes yang nantinya akan
dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Asmawati & Basuki, 2019).

Menanggapi terkait penatausahaan yang dilakukan di desa Kedungoleng, informan
mengatakan:

“...urusan pencatatan keuangan kita ada bendahara, tapi ada kepala desa sebagai penguasa
pengguna anggaran mutlak yang berhak memerintah semua urusan keuangan. ...”

Dapat diindikasikan pemerintah desa Kedungoleng telah melakukan pemisahan tugas
dalam pencatatan keluar masuknya APBDes. Pemerintah desa mengutus seorang bendahara
untuk melakukan tugas tersebut namun masih dengan pantauan kepala desa sebagai penguasa
mutlak pengguna anggaran.

Tahap Pelaporan

Pemerintah desa melaksanakan tanggung jawabnya terkait pengelolaan keuangan
termasuk didalamnya tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki. Kepala Desa
sebagai pimpinan desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan secara berkala yang
kemudian diserahkan ke Bupati atau Wali Kota (Saputri et al., 2019). Laporan yang diberikan
oleh Kepala Desa merupakan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang
tercantum pada APBDes (Elnis Gulo & Molinda Kakisina, 2023).

Tahap Pertanggungjawaban

Mengacu pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.), “Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir
tahun anggaran.”

Laporan pertanggungjawaban mengungkapkan segala aktivitas yang berhubungan
dengan APBDes dan dilaporkan secara rutin pada waktu yang telah ditentukan sebagia bentuk
akuntabilitas pada tercapainya atau tidak tercapainya tujuan (Mais et al., 2024).

Terkait dengan pertanggungjawaban, Bapak SekDes menyatakan:

I3

‘...sebagai bukti pertanggungjawaban, kita melaporkan semua aktivitas itu ke Bupati. Karna
sekarang sudah serba online jadi semua dilakukan secara online. Dan untuk waktu
pelaporannya itu ada intruksi dari Inspektorat. .. ”
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Dari pernyataan informan dapat diindikasikan bahwasannya pelaporan serta
pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Bupati telah
dilaksanakan dengan baik.

Namun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 40 Nomor 113 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban bukan hanya dilaporkan
pada Pemerintah Pusat, tapi perlu penyebaran informasi kepada masyarakat baik melalui
dokemntasi tertulis maupun media komunikasi yang bersifat publik dan mudah dijangkau oleh
masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, informan juga menyampaikan:

“....laporan bisa diakses oleh masyarakat, jadi masyarakat bisa akses melalui web. Untuk
webnya saya lupa tetapi bisa kok dicari. Selain itu juga kita memasang baliho di tempat

2

tertentu yang berisi rincian penggunan APBDes

Berbeda dengan pernyataan Bapak Y yang merupakan salah satu masyarakat desa
Kedungoleng menyatakan:

6

untuk akses laporan keuangan desa di web saya sudah mencoba mencari tapi tidak ada.
Sedangkan untuk baliho yang terkait rincian penggunaan anggaran memang ada, tetapi
letaknya itu didalam Kantor Balai Desa dan ukurannya yang terlalu kecil jadi masyarakat sulit

2

untuk melihat dengan bebas

Dengan melihat penuturan Bapak Y, mengindikasikan bahwa transparansi pemerintah
desa terhadap laporan penggunaan ADD perlu ditindak lanjuti kebenarannya. Transparansi ini
menjadi salah satu indikator penting agar tercipta akuntabilitas pemerintah desa. Ketika
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan secara transparan, kinerja pemerintahan
meningkat karena seluruh kegiatan, program, dan pengelolaan anggaran dilakukan secara
terbuka dan diinformasikan kepada publik (Weluk et al., 2023).

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian dan pembahasana mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa yang iuraikan secara deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama
Bapak SekDes dan Bapak Y selaku masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedungoleng melalui tahap perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 secara teknis sudah cukup baik dan akuntabel. Namun untuk transapansi
mengenai laporan penggunaan ADD pemerintah desa masih memerlukan tinjauan kembali
guna meningkatkan transparansi. Mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan
perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi salah satu kunci pemerintah desa dianggap
akuntabel. Tetapi transparansi pemerintah desa juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas
dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.
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REKOMENDASI
Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian

ini yaitu penelitian hanya berfokus pada satu desa di Desa Kedungoleng. Serta kurangnya
narasumber dari pihak internal desa, karna ketika penulis melakukan wawancara para
perangkat desa belum sepenuhnya hadir. Berdasarkan temuan, kami menyarankan untuk
pemerintah desa Kedungoleng untuk memperbaiki transparansi keuangan kepada warga
masyarakat. Dengan menjada transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang mana hal tersebut juga dapat
meningkatkan kesejahteraan warganya.
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